Menimbang : a.

Mengingat:

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

s

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa dengan semakin berkembangnva usaha
perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah,
usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar,
maka pasar (radisionai periu diberdayakan agar dapai
tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memperkuat serta saling menguntungkan:

bahwa dalam usaha membina pengembangan industri
dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi
parang periu diberikan pedoman bagl penyeienggaraan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,
menvangkut norma-norma keadilan, saling
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan
antara pemasok barang dengan toko modern serta
pengemnbangan kemiiraan dengdn usdid kecl sennggd
tercipta  tertib  persaingan dan = keseimbangan
kepentingan produsen, pemasok toko modern dan
konsumen ;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud daiam hurui a, dan hurui b periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelaniaan dan Toko modern.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Periindungan Konsumen (Lembaran Negara Kepubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821):

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaien Banggdl Kepuiduan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan



10.

1L

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 5i Tahun i999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
Undang-Undang Nomor 28 ‘iahun  2UUZ  ieniang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikto, Kecil Menengan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 20ii
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia ’I‘ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

Peraluran Pemennian Nomor 32 ‘fahun 1998 leniang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743),

Peraturan Presiden Repubiik indonesia Nomor 1izZ
Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dacrail  {Berlia Negara Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan

Lembaran Jaeran Kabupaten Morowaii Nomor U20Z).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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2
3.
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10.

11.
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13.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.

Bupati adalah Bupati Morowali.

Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian
Kahunaten Marawali,

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih
dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar
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sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintan, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta
dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda vang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan
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Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu
atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun
horizontal yang dijual atau discwakan kcpada pelaku usaha atau
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang
berbentuk pertokoan.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan
untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,
supermarket, departemen store, hypemarket ataupun grosir.

Danaalala inrinoan minimarlrat adal
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kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan
manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang
ierupakun jurlngunnyd.

Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang
kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja
sama usaha.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau
badan usaha perorangan vang memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perseorangan ata badan usaha yang bukan
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dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.
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Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif vang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
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yang melakukan kegiatan ekonomi.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaltan usulan baik langsung
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mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.

Syarat perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama
antara pemasok dan toko modern / pengelola jaringan minimarket
vang berhubungan dengan pemasokan produk-produk vang
diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat
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[UP2T, IUPP dan IUTM adalah izin usaha dapat melaksanakan usaha
pengelolaan pasar tradxonal‘pusat perbelan_}aan dan toko modern yang

diferbilkun oleh Pemennlul Dueruli Kabupuien Morowall.
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perianiian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi.

Harga barang adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/
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Konsumen adalah setiap pemakal dan/atau jasa baik untuk
kepentmgan dm send1r1 maupun untuk kepentmgan p1hak lam
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baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha.

Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan izin usaha
pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin
usaha toko modern.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani

f::nn-lznfaﬂ 1mim f‘ﬂﬂ(\‘ﬂﬂ r\11~1 ﬁnﬁo]anon nav-ab- v:nﬂﬂ lror\nnofon r-oh:,

rata tinggi, dan Jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
J alan kolektor merupakan jalan umum  yang berfungs1 melayam
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sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempal dengan ciri perjaianan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata
rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan merupakan jalan umum vang berfungsi melavani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah.

BAB 11
PENATAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 2

(1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
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Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi vang ada
diwilayah yang bersangkutan.
b. Menyediakan areal parkir.
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bersih, sehat, aman, tertib dan ruang pubhk yang nyaman.
(2) Penyed1aan areal pa:klr sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf
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tradisional dengan pihak lain

BAB III
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
Pasal 3

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar tradisional, Usaha Mikro Kecii Menengah (UMKM) yang ada
diwilayah yang bersangkutan

b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional

yang telah ada sebelumnya

Menyediakan areal parkir
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modern yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang
nyaman.
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dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat
perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

L O

Pasal 4

Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko modern
selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat, keberadaan pasar tradisionai dan usaha mikro, Kecii, dan
menengah (UMKM) yang berada diwilayah yang bersangkutan.

Analisa kondisi sosial ekonomi masvarakat dan keberadaan pasar
tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
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3 ngkat pendapatan ekonomi rumah tangga,
; Kepadatan penduduk
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. Kemitraan dengan UMKM lokal;

Penyerapan tenaga kerja lokal;

. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi
UMKM lokal,

. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum vang sudah ada;
Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak hypemarket
dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya

Aﬂaheo L'nﬂrhci oncwa] n‘rnﬂnm1 macvrorobq+ cphano1mona Aimalrenid

Hoesoga th O O

pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga
1ndependen yang berkompeten

wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat
pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan izin prinsip usaha.



(6) Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada avat (3)

melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
diwilayah yang bersangkutan.
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dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak

terpisahkan  dengan Syarat-syarat dalam mengajukan surat

a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko
modern selain minimarket; atau

b. Izin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko
modern selain minimarket.

(8) Toko modern vang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau
bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

{9) Toko modern sehagnimana dimalranie
minimarket.

(10)pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang

. -

 pada ayat (R) dilzecuinlilan nintnlr

terinlegrusi dengun  pusal perbelanjuun aluy Lungunan lain wajib
memperhatikan:

a. kepadatan penduduk;

b. perkembangan pemukiman baru;

c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);

d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan

e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar

yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

{11lpendirian  minimarket sebagaimana  dimaksud nada ayat (10)
diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya

sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.

BAB IV

LOKASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

(1) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan ialan,
termasuk sistem jaringan Jalan lokal atau jalan lingkungan pada
kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan

Inarmimahan! didalam lratn

(2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada
sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada
Kawasaii pllayanai iokal atau lingkungan didalam kota / perkotaa,

(3) Supermarket, toko modern, swalayan tidak boleh berlokasi pada
sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada
kawasan pelayanan lingkungan didalam kota / perkotaan.

(4) Minimarket boleh berlokasi pada sctiap sistem jaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan

lingkungan (perumahan) didalam kota / perkotaan.

BAB V
KEMITRAAN USAHA
Pasal 6

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha
untuk usaha mikro kecil dan menengah dengan harga jual atau biaya sewa



vang sesuai dengan kemampuan usaha Mikro Kecil dan Menengah atau
yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui
kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 7

(1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam
bentuk kerjasama pemasaran lokasi usaha atau penerimaan pasokan
dari pemasok kepada pusat perbelanjaan, toko modern yang dilakukan

aanara tarhiilra

(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk;

(= lviviliaoqal nail LJCLLCLJ..L& IJA ULl nol
ulang dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain
yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outiet dari
toko modern

(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada

UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat

Perhelaniaan dan Tolka Madern.

(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan
ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
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Pasal 8

(1) Keriasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari
pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
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nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar
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dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan
tempat usaha, pembinaan/pendidikan atau permodalan bentuk kerja
sama lain.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat
dalam perjanjian tertulis vang disepakati kedua belah pihak tanpa
tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VI
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN
Pasal 9

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama vang berkeadilan.
saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko
modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat memfasilitasi

lranentinoan nemaanly dan +alra madarm Aalam mermindinalran marianiian
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kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
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BAB VII
PERIJINAN
Pasal 10

(1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
toko modern, wajib memiliki:



a. liin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (ITUP2T) untuk Pasar
Tradisional;
b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan dan pusat

narhalaninan:
nerneianiaan:

c. ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, swalayan dan
toko serba ada.

<. IWIM untuk minlmearket divtamakan bagi pclaku usaha kecil
menengah setempat.
[jin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh

Bupati meialui Dinas terkait.
Pasal 11

1. Jjin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.

2. Dalam rangka pengawasan dan pengendaiian wajib daitar uiang seuap
S (lima) tahun.

BAB VIII
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Tata Cata

Pasal 12

(1) ljin usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 berlaku hanya:
a. untuk 1 (satu) lokasi usaha
b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama
(2) apabila terjadi perubahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat

nerhalaninan dAan talra mn darn nanoalala fnenana mina inunh
Feerscstiianianas seanil TR0 INMDCOTT Dangainiad /nennanooming 1inunh
2 £ ik &&

i)erusahéan wajib mengajukan permohonan baru.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 13

Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
(IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern
dengan meiampirkan :

a. KTP;

b. Akta Pendirian Perusahaan;

c. Rekomendasi Peruntukan Lahan;

d. Surat [jin Prinsip Usaha dan/atau analisa Kondisi Sosial ekonomi

e. Surat [jin Lokasi dan/atau persetujuan prinsip membangun (PPM);

f. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMBY);

g Surat [jin chu: Usaha \SI'"L, dan/atau Surat [in Gangguan {10}
h. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang

telah disahkan oleh Dinas terkait yang membidangi;
Surat Pernyataan Pengeioiaan Lingkungan.

—



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar
tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(<) Dalam rangka Fembinaan Pasar Tradisionai, Bupatu meiaiul Dinas:

a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk
pemberdavaan pasar tradisional sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar

tradicinnal.

c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi
pedagang pasar tradlslonal yang tclah ada sebelum dilakukan
1\/1.LUVG.D.I. QLG.H LDLUI\CI.OL };aam uauxoxuxlm,

d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

Bupati melaiul Dinas mewajibkan:

a. Pusat Perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka
pemberdayaan pasar tradisional;

b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk
sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan oleh Bupati melalui Dinas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14, maka pusat perbelanjaan dan toko modern
wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan

Dn“"'\ﬂf]ﬂﬂﬁ 1\nrlnnnnﬂ Ty 1—-\..::’-11—\1:-'1

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan toko modern
sebelum peraturan ini, dipersamakan dengan izin usaha Pusat
Perbelanjaan (iUPP) danjatau izin Usaha Toko Modern (iUiM)
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Izin pengelolaan yvang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunva
Peratran Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(?\ Trnn ﬂnhﬂ._ﬁl]f\]noﬂ vang Aiﬁ'\“il}W DPagar 'T‘r-crheu\ﬂnl nahnh‘m ]-\nr-]olrl-lnnr:

Peratran Bupati 1n1, d1persamakna dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Trad131ona1 (IUPQT] berdasarkan Peraturan Bupatl ini.

(1) Pasur Tradisionad, Pusul Perbelanjuaun dan Toko Modern yung scdatig
dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun
belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin
usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

g U

nauupaiCii viGirowaii.
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Ditetapkan di Bungku
pada tanggal iy sepfembes~ 20(6

PARAF KOORZINAS]
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BUPATI MOROWALI,
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Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 sptember ot

SEKRETARIS DAERAH
KRABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR



